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ABSTRACT 

LEGAL REVIEW OF THE GOVERNMENT REGULATION NUMBER 99 

OF 2012 IN TERMS OF TIGHTENING GRANTING REMISSION TO 

EXTRAORDINARY CRIMES OF CORRUPTION, NARCOTICS AND 

TERRORISM 

ALBERTO CHANDRA 

100510302 

 

This research titled legal review of Government Regulation Number 99 Year of 

2012 in terms of tightening granting remission to exceptional crimes of 

corruption, narcotics and terrorism. This research aims to determine whether the 

Government Regulation Number 99 Year of 2012 in terms of tightening granting 

remission to exceptional crimes of corruption, narcotics and terrorism against the 

principle of equality before the law. The type of research conducted was a 

normative legal research, which focuses on the positive legal norms in the form of 

legislation. This research was conducted in Class IIA Penitentiary Pakem. The 

results showed that the principle of equality before the law should be viewed as 

general justice is for the Indonesian people, so the Government Regulation 

Number 99 Year of 2012 has reflected the national sense of justice. Government 

Regulation Number 99 Year of 2012 in general has reflected the national sense of 

justice, however, to note that inmates still have the same rights as other inmates 

due to protection by the Indonesian constitution, particularly Article 27, paragraph 

(1), 28D paragraph (1) and 28H paragraph (2) of the Constitution of the Republic 

of Indonesia in 1945, so that the provisions of Article 34A paragraph 2 in 

conjunction with Article 34A, paragraph 1 of Government Regulation No. 99 

Year of 2012, which has closed the opportunity for inmates to obtain remission 

should be revisited, so as to achieve a sense of justice that approach true justice. 

Keywords: Government Regulation Number 99 Year of 2012,  

      Remission, Extraordinary Crime, Equality Before The Law. 
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ABSTRAK 
 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH 

NOMOR 99 TAHUN 2012  

TENTANG PENGETATAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP 

KEJAHATAN  LUAR BIASA KORUPSI, NARKOTIKA DAN 

TERORISME 
 

ALBERTO CHANDRA 

100510302 

 

Penelitian ini berjudul tinjauan yuridis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 

Tahun 2012 dalam hal pengetatan pemberian remisi terhadap kejahatan  luar biasa 

korupsi, narkotika dan terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam hal pengetatan 

pemberian remisi terhadap kejahatan luar biasa korupsi, narkotika dan terorisme 

bertentangan dengan asas equality before the law. Jenis Penelitian yang dilakukan 

adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada norma hukum positif yang 

berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian dilakukan pada Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Pakem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prinsip 

Equality Before the Law harus dipandang sebagai keadilan secara umum yaitu 

bagi masyarakat Indonesia, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 

telah mencerminkan rasa keadilan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 99 

Tahun 2012 secara umum telah mencerminkan rasa keadilan nasional, namun 

perlu diperhatikan bahwa narapidana tetap memiliki hak yang sama seperti 

narapidana lainnya karena mendapat perlindungan oleh konstitusi Indonesia 

khususnya Pasal 27 ayat (1), 28 D ayat (1) dan 28 H ayat (2) Undang Undang 

Dasar Republik Indonesia 1945, sehingga ketentuan Pasal 34A ayat 2 junto Pasal 

34A ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang telah menutup 

peluang bagi narapidana untuk mendapat remisi harus di tinjau kembali, sehingga 

akan mencapai suatu rasa keadilan yang mendekati keadilan yang sejati. 

 

Kata kunci: Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, 

       Remisi, Kejahatan Luar Biasa, Equality Before The Law. 
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